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ABSTRACT

Women with disabilities frequently experience the neglect of reproductive rights due to non-inclusive
policies and social stigma. This article aims to critically analyze barriers to reproductive health access and
formulate the role of nursing advocacy in protecting these rights.This narrative review synthesizes global
literature from PubMed, CINAHL, and Scopus databases (2014-2024), focusing on clinical interventions,
nursing ethics, and health policy.Access barriers are categorized into two dimensions: systemic
(inadequate infrastructure, exclusive policies) and interpersonal (stigma, asexuality bias, communication
failures). The review identifies three typologies of nursing advocacy: Protective, Empowerment, and
Structural Advocacy. Although nurses serve as vital bridges, their effectiveness is often hindered by
workload and a lack of disability cultural competence. A paradigm shift toward care that supports full
autonomy is required through nursing education reform and institutional accessibility standardization to
ensure reproductive justice for women with disabilities.

Keywords: Reproductive Health Rights; Women with Disabilities; Nursing Advocacy; Barriers to Care;
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ABSTRAK

Perempuan dengan disabilitas sering kali mengalami pengabaian hak reproduksi akibat kebijakan yang
tidak inklusif dan stigma sosial. Artikel ini bertujuan menganalisis secara kritis hambatan akses kesehatan
reproduksi dan merumuskan peran advokasi perawat dalam melindungi hak-hak tersebut. Tinjauan
naratif ini mensintesis literatur global dari database PubMed, CINAHL, dan Scopus (2014-2024) dengan
fokus pada intervensi klinis, etika keperawatan, dan kebijakan kesehatan. Hambatan akses terbagi
menjadi dua dimensi: sistemik (infrastruktur tidak memadai, kebijakan eksklusif) dan interpersonal
(stigma, bias aseksualitas, kegagalan komunikasi). Tinjauan ini mengidentifikasi tiga tipologi advokasi
keperawatan: Advokasi Pelindung, Pemberdayaan, dan Struktural. Meskipun perawat berperan sebagai
jembatan penting, efektivitasnya sering terhambat oleh beban kerja dan kurangnya kompetensi budaya
disabilitas.Diperlukan perubahan paradigma menuju asuhan yang mendukung otonomi penuh melalui
reformasi pendidikan keperawatan dan standarisasi aksesibilitas institusional guna menjamin keadilan
reproduksi bagi perempuan dengan disabilitas.

Kata Kunci: Hak Kesehatan Reproduksi; Perempuan dengan Disabilitas; Advokasi Keperawatan;
Hambatan Layanan; Otonomi.

1. PENDAHULUAN

Hak kesehatan reproduksi bukan sekadar urusan medis, melainkan hak asasi manusia
yang sangat mendasar, yang mencakup otonomi atas tubuh sendiri serta akses yang setara
terhadap informasi dan layanan kesehatan. Bagi perempuan dengan disabilitas, perwujudan
hak-hak ini merupakan manifestasi nyata dari keadilan sosial (Kalpakjian et al., 2020; Abedi et
al., 2025; Pacheco et al.,, 2024). Secara global, kerangka kerja Convention on the Rights of
Persons with Disabilities (CRPD) telah menetapkan fondasi hukum yang kuat dalam menjamin
hak atas kesehatan seksual, reproduksi, dan kehidupan berkeluarga, guna memastikan bahwa
individu dengan disabilitas dapat menikmati hak mereka secara setara tanpa diskriminasi
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(Vaughan et al., 2015; Ngwena, 2017). Sayangnya, berbagai tinjauan sistemik menunjukkan
bahwa kesenjangan akses terhadap informasi dan layanan kesehatan reproduksi (SRH) masih
menjadi realitas pahit, yang mempertegas kebutuhan mendesak akan kebijakan dan praktik
yang lebih inklusif terhadap disabilitas (Pérez-Curiel et al., 2023; Abedi et al., 2025).

Dalam lanskap kesehatan global saat ini, perempuan dengan disabilitas seringkali
kurang terwakili dalam kebijakan kesehatan reproduksi. Absensi representasi ini berisiko
memicu diskriminasi dan malpraktik medis, mulai dari tindakan koersif hingga pengabaian hak
informasi (Lee et al., 2015; Sharma & Sivakami, 2018; Morais et al., 2024; Krdl, 2024). Di
lapangan, seperti yang ditemukan dalam studi kualitatif di Filipina dan wilayah lainnya,
terdapat kesenjangan kebijakan yang lebar serta hambatan dari penyedia layanan, termasuk
minimnya pelatihan khusus disabilitas dan sikap diskriminatif yang merusak standar asuhan
yang inklusif (Lee et al.,, 2015; Vaughan et al., 2015; Vallury et al., 2024). Analisis teoritis
mengenai keadilan reproduksi juga memperingatkan bahwa tanpa perhatian pada kapasitas
dan aksesibilitas informasi, praktik medis cenderung terjebak dalam pola paternalistik dan
ableism yang mengontrol keputusan reproduksi perempuan secara sepihak (Parthasarathy,
2019; Krdl, 2024; Pacheco et al., 2024).

Urgensi untuk membenahi sistem ini semakin meningkat seiring bertambahnya
populasi perempuan dengan disabilitas secara global. Kelompok ini terbukti lebih rentan
terhadap kekerasan, pemaksaan, serta berbagai hambatan layanan yang menghalangi otonomi
mereka (Vaughan et al., 2015; Abedi et al., 2025; Vallury et al., 2024; Pacheco et al., 2024).
Tinjauan literatur secara konsisten mengidentifikasi masalah berulang seperti sterilisasi paksa
dan penolakan terhadap pilihan-pilihan reproduksi (Pérez-Curiel et al., 2023; Vallury et al.,
2024). Di beberapa negara, melalui inisiatif seperti protokol W-DARE di Filipina, telah ada upaya
untuk mendokumentasikan kebutuhan ini dan menguji intervensi inklusif, namun tantangan
dalam meningkatkan penyerapan layanan (uptake) tetap menjadi persoalan besar (Vaughan et
al., 2015).

Dalam konteks pelayanan, perawat memegang peran etis yang sangat krusial sebagai
advokat garis depan bagi hak-hak reproduksi perempuan dengan disabilitas. Namun, peran ini
sering kali terbentur oleh tantangan dalam pelatihan dan kejelasan fungsi profesional di
lapangan (Harkins & Barcelona, 2024; Kalpakjian et al., 2020; Vallury et al., 2024). Meskipun
kerangka kerja keperawatan perinatal dan reproduksi yang disesuaikan untuk disabilitas mulai
bermunculan, masih terdapat celah dalam hal kongruensi sosial dan pendekatan interseksional
(Harkins & Barcelona, 2024). Oleh karena itu, diperlukan dukungan sistemik dan perubahan
kurikulum pendidikan untuk memastikan suara pasien tetap menjadi pusat dalam pengambilan
keputusan, sesuai dengan etika keperawatan kontemporer (Kalpakjian et al., 2020; Lee et al.,
2015).

Realisasi hak-hak ini, termasuk hak untuk menjadi ibu, memerlukan lebih dari sekadar
pengakuan hukum di atas kertas; diperlukan data spesifik konteks dan strategi implementasi
yang nyata (Vaughan et al., 2015; Morais et al., 2024; Ngwena, 2017). Studi tentang disabilitas
intelektual, misalnya, menyoroti betapa masih minimnya dukungan untuk pengambilan
keputusan mandiri (supportive decision-making) (Pérez-Curiel et al., 2023). Selain itu, struktur
sosial sering kali menentukan siapa yang dianggap "layak" menjalankan hak reproduksinya,
sebuah fenomena yang dikenal sebagai obstetric ableism (Krdl, 2024; Pacheco et al., 2024).
Namun demikian, bukti terbaru menunjukkan bahwa program vyang partisipatif dan
peningkatan kesadaran di tingkat pengasuh serta penyedia layanan dapat membawa
perubahan signifikan dalam akses layanan (Vaughan et al., 2015; Lin et al., 2011).

Meskipun terdapat kesepakatan luas mengenai perlunya asuhan berbasis hak,
tantangan sistemik di tiap wilayah tetap bersifat kompleks. Di beberapa negara seperti
Pakistan, pemanfaatan pelayanan kesehatan maternal bagi perempuan dengan disabilitas
menunjukkan hasil yang bervariasi, yang mengindikasikan bahwa faktor sosiodemografi lokal
sangat mempengaruhi efektivitas kebijakan (Mahmood et al., 2022). Oleh karena itu, artikel ini
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bertujuan untuk mensintesis literatur yang ada melalui kerangka kerja yang interseksional,
guna memberikan panduan yang adaptif bagi riset masa depan dan praktik klinis yang lebih
humanis bagi perempuan dengan disabilitas (Harkins & Barcelona, 2024).

Artikel narrative review ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis peran advokasi
perawat dalam pemenuhan hak kesehatan reproduksi perempuan dengan disabilitas. Dengan
mengevaluasi literatur global terkini, tinjauan ini akan mengidentifikasi hambatan-hambatan
utama serta merumuskan kerangka kerja advokasi yang efektif. Melalui analisis ini, diharapkan
kontribusi akademik yang dihasilkan dapat memperkuat landasan praktik keperawatan berbasis
bukti dan mendorong perubahan kebijakan kesehatan yang lebih inklusif dan humanis.

2. METODE

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan narrative review vyang
komprehensif untuk mensintesis literatur global mengenai hak kesehatan reproduksi dan
advokasi keperawatan bagi perempuan dengan disabilitas. Strategi pencarian literatur
dilakukan secara sistematis melalui tiga database bibliografi utama yang memiliki reputasi
tinggi dalam bidang kesehatan dan keperawatan, yaitu PubMed, CINAHL (Cumulative Index to
Nursing and Allied Health Literature), dan Scopus. Pemilihan database ini didasarkan pada
cakupannya yang luas terhadap jurnal-jurnal peer-reviewed yang berfokus pada intervensi
klinis, etika keperawatan, dan kebijakan kesehatan publik, sehingga memungkinkan
pengambilan data yang representatif dari berbagai perspektif geografis dan multidisiplin.

Kriteria seleksi literatur ditetapkan secara ketat untuk menjaga relevansi dan
kemutakhiran temuan penelitian. Fokus utama diarahkan pada artikel yang dipublikasikan
dalam rentang waktu 5 hingga 10 tahun terakhir (2014-2024), guna menangkap pergeseran
paradigma terbaru dalam model disabilitas dan perkembangan kebijakan kesehatan inklusif
pasca-konvensi internasional. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian meliputi kombinasi
operator Boolean seperti "Reproductive Health Rights", "Women with Disabilities", "Nursing
Advocacy"”, dan "Barriers to Care". Hanya artikel dalam bahasa Inggris yang diterbitkan di jurnal
bereputasi yang disertakan, dengan memprioritaskan studi original, ulasan kritis, dan laporan
kebijakan yang memberikan kontribusi signifikan terhadap teori advokasi keperawatan.

Proses analisis data dalam tinjauan ini melibatkan ekstraksi temuan kunci secara naratif
untuk mengidentifikasi pola, tema utama, dan research gap yang ada. Artikel yang telah
dikumpulkan kemudian ditelaah secara kritis menggunakan metode sintesis tematik untuk
mengelompokkan hambatan-hambatan yang dihadapi perempuan dengan disabilitas serta
bentuk-bentuk intervensi advokasi yang dilakukan oleh perawat. Pendekatan ini
memungkinkan peneliti untuk tidak hanya melaporkan hasil penelitian yang ada, tetapi juga
memberikan interpretasi yang mendalam mengenai bagaimana peran perawat dapat
dioptimalkan dalam mengatasi tantangan sistemik dan interpersonal dalam pelayanan
kesehatan reproduksi.

3. HASIL

Klasifikasi Hambatan: Antara Kegagalan Sistem dan Sekat Interpersonal

Berbagai literatur secara konsisten menunjukkan adanya dikotomi hambatan yang
dihadapi perempuan dengan disabilitas dalam mengakses hak kesehatan reproduksi mereka.
Hambatan sistemik muncul sebagai faktor struktural yang paling dominan, di mana akses
terhambat oleh kebijakan yang tidak inklusif, infrastruktur yang tidak aksesibel, serta minimnya
integrasi data disabilitas dalam sistem informasi kesehatan. Hal ini diperburuk oleh rendahnya
alokasi anggaran untuk edukasi kesehatan reproduksi yang ramah disabilitas. Di sisi lain,
hambatan interpersonal yang berakar pada stigma, bias, dan kegagalan komunikasi
memperparah kegagalan sistemik tersebut dengan merusak kepercayaan antara pasien dan
penyedia layanan, mengikis privasi, serta menghalangi pengambilan keputusan yang mandiri.
Fokus literatur sering kali beragam, mulai dari konteks spesifik seperti disabilitas intelektual,
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komunitas tuli, hingga situasi di lembaga pemasyarakatan, namun semuanya sepakat pada
perlunya reformasi hak asasi manusia yang menyasar desain sistem sekaligus faktor manusia
dalam pelayanan.

Hambatan Sistemik: Masalah Struktural dan Institusional

Ketidaksiapan fasilitas kesehatan dalam aspek aksesibilitas universal menjadi temuan
yang sangat jamak. Banyak layanan kesehatan kekurangan peralatan dan ruang yang memadai,
yang secara langsung menghambat pemeriksaan rutin dan pelayanan kontrasepsi. Beberapa
contoh nyata meliputi meja pemeriksaan yang tidak bisa diatur ketinggiannya, ruang tunggu
yang tidak ramah kursi roda, serta peralatan diagnostik yang tidak diadaptasi untuk disabilitas
sensorik. Barrier fisik ini bukan sekadar kendala teknis, melainkan bentuk eksklusi nyata dari
prosedur standar perawatan (Matin et al., 2021; Dunn et al., 2023; Kurian & Bindumol, 2025).

Selain infrastruktur, celah dalam kebijakan kesehatan dan ketiadaan data disabilitas
dalam sistem informasi kesehatan membuat perencanaan layanan menjadi tidak akurat.
Rendahnya prioritas di tingkat kebijakan berdampak langsung pada minimnya anggaran untuk
menyediakan materi edukasi dalam format yang aksesibel, seperti huruf Braille, bahasa isyarat,
atau format Easy-Read, serta pengadaan teknologi bantu yang diperlukan (Matin et al., 2021;
Dunn et al., 2023; Jarra, 2026; Yihune et al., 2025). Pengabaian sistemik terhadap kebutuhan
komunikasi khusus dan praktik yang mendukung otonomi ini menyebabkan ketidaksetaraan
yang terus berlanjut dalam penyampaian layanan (Matin et al., 2021; Alvarez-Aguado et al.,
2025; Dunn et al., 2023; Noori et al., 2023). Lebih jauh lagi, medikalisasi serta praktik koersif
dan paternalistik mencerminkan sikap sistemik yang merongrong otonomi reproduksi, di mana
status disabilitas sering kali dijadikan pembenaran untuk membatasi akses perempuan
terhadap teknologi keluarga berencana (Kurian & Bindumol, 2025; Pithauria, 2024).

Hambatan Interpersonal: Stigma, Bias, dan Komunikasi

Di tingkat interpersonal, stigma dan bias implisit di kalangan profesional kesehatan
sering kali memunculkan asumsi keliru bahwa perempuan dengan disabilitas tidak aktif secara
seksual atau tidak memiliki keinginan untuk bereproduksi. Praktik infantilisasi terhadap pasien
dewasa dan kecenderungan petugas untuk berkomunikasi hanya dengan pendamping (bukan
pasien) sangat merusak privasi dan rasa percaya. Hal ini menciptakan keengganan bagi pasien
untuk mencari perawatan dan menghambat pertukaran informasi yang jujur (Noori et al., 2023;
Morse et al., 2014; Bakker et al., 2021; Ratakonda et al., 2024).

Hambatan komunikasi baik karena kendala bahasa, beban kognitif saat pemeriksaan,
maupun gangguan sensorik secara signifikan menurunkan kualitas interaksi antara pasien dan
perawat. Studi kualitatif mendokumentasikan bagaimana kegagalan komunikasi ini
menyebabkan disempowerment dan rendahnya penyerapan layanan pencegahan serta
kesehatan reproduksi (Noori et al., 2023; Matin et al., 2021; Ratakonda et al., 2024; Morse et
al., 2014). Selain itu, dinamika interpersonal yang melibatkan pengaruh pasangan dan norma
sosial juga turut membatasi otonomi dalam pengambilan keputusan terkait kontrasepsi dan
kehamilan, terutama ketika stigma berinteraksi dengan struktur kekuasaan gender (Ogunbajo
et al., 2021; Belluzzo et al., 2025; VanPuymbrouck & Magasi, 2024).

Terdapat konsensus yang kuat bahwa hambatan sistemik adalah fondasi utama yang
mendasari masalah ini di berbagai latar belakang dan jenis disabilitas (Matin et al., 2021; Dunn
et al.,, 2023; Jarra, 2026; Yihune et al., 2025). Namun, terdapat variasi penekanan pada
sub-kelompok tertentu. Misalnya, penelitian pada perempuan dengan disabilitas intelektual
lebih banyak menyoroti proses persetujuan (informed consent) dan peran pengasuh (Dunn et
al., 2023; Kurian & Bindumol, 2025; Bakker et al., 2021). Sementara itu, riset pada perempuan
tuli menekankan akomodasi komunikasi sebagai penentu utama akses (Ratakonda et al., 2024).

Para ahli mendorong adanya intervensi multi-level yang secara simultan menangani
reformasi kebijakan, pelatihan penyedia layanan, dan pendekatan asuhan yang berbasis hak
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serta peka terhadap trauma. Hal ini selaras dengan kerangka ekuitas kesehatan yang melihat
bahwa hambatan-hambatan ini saling bertumpuk mulai dari level individu, interpersonal,
hingga kebijakan (Yihune et al.,, 2025; VanPuymbrouck & Magasi, 2024; Irie et al., 2024).
Dengan mengintegrasikan solusi lintas dimensi, diharapkan layanan kesehatan reproduksi tidak
hanya sekedar tersedia secara fisik, tetapi juga dapat diakses secara bermartabat oleh setiap
perempuan dengan disabilitas (Yihune et al., 2025; VanPuymbrouck & Magasi, 2024; Kurian &
Bindumol, 2025; Matin et al., 2021).

Dalam menghadapi berbagai hambatan yang telah diidentifikasi, literatur keperawatan
global menggarisbawahi beberapa tipologi advokasi yang krusial untuk melindungi hak-hak
pasien. Model pertama yang sering muncul adalah Protective Advocacy (Advokasi Pelindung).
Di sini, perawat memposisikan diri sebagai perisai utama untuk mencegah intervensi medis
yang bersifat koersif atau dilakukan tanpa persetujuan eksplisit, seperti sterilisasi paksa yang
masih menjadi ancaman bagi perempuan dengan disabilitas. Dalam kerangka ini, peran
perawat adalah memastikan bahwa hak-hak hukum pasien tidak dilanggar dan menciptakan
ruang aman dimana pasien dapat menyuarakan keinginan mereka tanpa adanya tekanan dari
pihak keluarga maupun otoritas medis (Harkins & Barcelona, 2024; Vaismoradi et al., 2016).

Model kedua yang semakin mendapat perhatian dalam praktik kontemporer adalah
Empowerment Advocacy (Advokasi Pemberdayaan). Fokus utama model ini adalah
memulihkan kembali otonomi pasien melalui edukasi dan dukungan dalam proses pengambilan
keputusan bersama (shared decision-making). Perawat tidak lagi sekedar memberi instruksi,
melainkan menjadi fasilitator informasi yang mampu menerjemahkan terminologi medis yang
rumit ke dalam format yang sesuai dengan kapasitas komunikasi pasien baik melalui bahasa
isyarat, format easy-read, maupun media bantuan lainnya. Tipologi ini sangat menekankan
pada penguatan kapasitas self-advocacy, sehingga perempuan dengan disabilitas memiliki
kendali penuh atas tubuh mereka, mulai dari pilihan kontrasepsi hingga pengasuhan anak
(Kalpakjian et al., 2020; Vallury et al., 2024).

Terakhir, literatur mengidentifikasi model Structural Advocacy (Advokasi Struktural), di
mana perawat melangkah keluar dari batas-batas klinis untuk mempengaruhi kebijakan di
tingkat institusi maupun komunitas. Dalam model ini, perawat terlibat aktif dalam melakukan
audit aksesibilitas fasilitas kesehatan dan merancang kurikulum pelatihan bagi staf medis
mengenai perawatan yang sensitif terhadap disabilitas. Melalui pendekatan ini, advokasi
keperawatan tidak lagi bersifat reaktif terhadap kasus per kasus, tetapi menjadi kekuatan
proaktif yang berupaya meruntuhkan barier sistemik sejak dari akarnya. Hal inilah yang pada
akhirnya menciptakan lingkungan pelayanan kesehatan yang secara inheren lebih adil, inklusif,
dan menghargai martabat setiap individu (Harkins & Barcelona, 2024; Ngwena, 2017).

4. PEMBAHASAN

Pelanggaran Otonomi Melalui Hambatan Struktural dan Informasi

Hambatan yang dihadapi perempuan dengan disabilitas dalam mengakses kesehatan
reproduksi bukan sekadar kendala logistik, melainkan bentuk pelanggaran nyata terhadap
otonomi tubuh. Lingkungan fisik yang tidak aksesibel dan format informasi yang eksklusif
secara sistematis membatasi kemampuan mereka untuk mengambil keputusan yang berbasis
informasi (informed choices). Fenomena ini menciptakan apa yang disebut sebagai epistemic
injustice (ketidakadilan epistemik), di mana perempuan dengan disabilitas kehilangan akses
terhadap pengetahuan yang sangat krusial bagi kedaulatan tubuh mereka sendiri (Harrington
et al., 2014; Casebolt et al., 2025; Mitchell et al., 2023; Chowdhury et al., 2025; Ayiga & Kigozi,
2016). Berbagai studi menunjukkan bahwa kesenjangan akses informasi ini berkorelasi
langsung dengan rendahnya penggunaan metode kontrasepsi pilihan, yang memaksa mereka
bergantung pada opsi-opsi yang kurang otonom (Mitchell et al., 2023; Brown et al., 2018;
Chowdhury et al., 2025; Anshebo et al., 2025).

512



Fahmi SEHAT, 2 (4) 2025: 508-520
N

Paternalisme dan Pembungkaman dalam Praktik Keperawatan

Dalam praktik klinis, literatur mendokumentasikan pola paternalistik yang
mengkhawatirkan, di mana wali atau profesional kesehatan sering kali mengambil keputusan
mengenai kontrasepsi atau kehamilan tanpa persetujuan eksplisit dari pasien. Kondisi ini
melahirkan fenomena "pasien yang terbungkam" (silenced patients), sebuah situasi di mana
pengetahuan dan pengalaman hidup perempuan dengan disabilitas didevaluasi dalam
diskursus medis (Harrington et al., 2014; Chowdhury et al., 2025). Terutama pada perempuan
dengan disabilitas intelektual atau perkembangan, hambatan komunikasi digabungkan dengan
asumsi penyedia layanan sering kali berujung pada pengabaian agensi individu dalam proses
pengambilan keputusan (Harrington et al., 2014; Mitchell et al., 2023; Brown et al., 2018;
McCarthy, 2009).

Stigma, Infantilisasi, dan Persepsi Aseksualitas

Dimensi interpersonal, seperti stigma dan persepsi bahwa penyandang disabilitas
adalah sosok yang "aseksual", menjadi barier psikologis yang merusak. Bias ini menyebabkan
pengabaian layanan esensial seperti edukasi kesehatan seksual, skrining kanker serviks, hingga
konseling kontrasepsi (Harrington et al., 2014; Chowdhury et al., 2025; Bolarinwa et al., 2025).
Sikap pengasuh dan klinisi yang cenderung mengontrol atau melakukan pemaksaan implisit
dalam manajemen kesehatan seksual semakin mengikis efikasi diri pasien, memperkuat
ketergantungan mereka pada pihak lain dalam menentukan masa depan reproduksinya
(Retznik et al., 2022; Bolarinwa et al., 2025).

Pola Empiris dalam Akses Kontrasepsi

Secara empiris, data dari berbagai latar belakang menunjukkan disparitas yang tajam
dalam penyediaan kontrasepsi berdasarkan status disabilitas. Perempuan dengan disabilitas
intelektual dan perkembangan secara konsisten menunjukkan tingkat penggunaan kontrasepsi
efektif yang lebih rendah, bahkan setelah faktor demografi dipertimbangkan (Mitchell et al.,
2023; Brown et al.,, 2018; Chowdhury et al., 2025; Modu, 2026; "AKT answer relating to
dysmenorrhoea", 2019; McCarthy, 2009). Meskipun terdapat variabilitas di negara-negara
berpenghasilan rendah dan menengah (LMIC) tergantung pada tingkat keparahan disabilitas
dan sistem kesehatan lokal, tema konsisten yang muncul adalah status disabilitas hampir selalu
berinteraksi negatif dengan akses informasi dan otonomi keputusan (Casebolt et al., 2025;
Chowdhury et al., 2024; Moses, 2026; Chowdhury et al., 2025; Schwartz et al., 2020).

Menjembatani Kesenjangan Pengetahuan dan Praktik

Lensa epistemic injustice membantu kita memahami bahwa kompromi terhadap
otonomi tubuh bukan hanya disebabkan oleh kendala fisik, melainkan oleh konstruksi sosial
yang merendahkan kapasitas reproduksi penyandang disabilitas (Harrington et al., 2014,
Chowdhury et al., 2025; Bolarinwa et al., 2025). Meskipun beberapa analisis di wilayah tertentu
melaporkan hasil yang bervariasi di mana jenis disabilitas dan konteks budaya sangat
menentukan tingkat penggunaan layanan esensi masalahnya tetap sama: perlunya perubahan
paradigma menuju asuhan yang mendukung otonomi secara penuh (Casebolt et al., 2025;
Chowdhury et al., 2024; Chowdhury et al., 2025; Modu, 2026). Advokasi keperawatan harus
bertransformasi untuk menjamin bahwa konseling yang diberikan benar-benar disesuaikan
dengan kebutuhan individu dan didukung oleh perubahan sistemik yang lebih luas.

Kekuatan Inti: Peran Jembatan dan Pemberdayaan

Advokasi diakui secara luas sebagai jantung dari praktik keperawatan profesional, yang
bertujuan melindungi hak pasien dan membentuk sistem kesehatan agar lebih adil. Literatur
menunjukkan bahwa kekuatan utama perawat terletak pada peran mereka sebagai "jembatan"
antara pasien dan sistem kesehatan yang kompleks, yang memungkinkan suara pasien
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mempengaruhi pengambilan keputusan medis secara nyata (Laari, 2026; Park, 2025; Waddell
et al.,, 2016). Melalui fungsi ini, perawat mampu meningkatkan kepercayaan diri pasien dan
memastikan adanya penghormatan terhadap otonomi individu dalam setiap interaksi klinis
(Laari, 2026; Pires et al., 2025; Christianson et al., 2025). Pendekatan holistik yang berfokus
pada hak asasi manusia ini melampaui sekadar penanganan gejala klinis, menyentuh
determinan sosial dan keadilan yang menjadi fondasi etika keperawatan (Welchman & Griener,
2005).

Kelemahan Laten dan Ketegangan dalam Praktik

Namun, di balik kekuatan tersebut, terdapat kelemahan laten di mana advokasi sering
kali bersifat reaktif dan bergantung pada inisiatif personal perawat, bukan pada standar
institusional yang baku. Tanpa standar operasional yang jelas, kualitas advokasi menjadi tidak
merata dan sangat dipengaruhi oleh energi individu (Laari, 2026; Pires et al., 2025; Azri, 2026).
Perawat juga kerap menghadapi dilema etis akibat dominasi medis atau kebijakan rumah sakit
yang kaku, yang sering kali berbenturan dengan preferensi pasien (Dadzie & Aziato, 2020; Park,
2025). Selain itu, minimnya kompetensi budaya terkait disabilitas menyebabkan advokasi
terkadang masih terjebak dalam paradigma medis sempit yang justru berisiko melanggengkan
ketergantungan pasien, alih-alih memicu kemandirian (Zucal, 2025; Park, 2025).

Implikasi Pendidikan: Integrasi Hak Asasi dan Simulasi

Untuk mengatasi celah tersebut, literatur mendorong integrasi prinsip hak asasi
manusia dan studi disabilitas ke dalam kurikulum keperawatan. Pendidikan tidak boleh lagi
hanya berfokus pada keterampilan teknis medis, tetapi harus mencakup kerangka kerja
berbasis hak dan model sosial disabilitas (Pires et al., 2025; Christianson et al., 2025). Pelatihan
komunikasi inklusif dan strategi supported decision-making sangat krusial, terutama untuk
melayani pasien dengan disabilitas intelektual (Waddell et al., 2016). Penggunaan simulasi
klinis yang melibatkan interaksi langsung dengan penyandang disabilitas dapat membantu
mahasiswa mengenali bias implisit mereka dan membangun kompetensi advokasi dalam
lingkungan yang aman (Laari, 2026; Zucal, 2025). Dengan memperkenalkan "berpikir sistem"
sejak dini, lulusan baru diharapkan mampu berkontribusi pada advokasi struktural di awal
karier mereka (Abraham et al., 2025).

Pada level kebijakan, diperlukan standarisasi aksesibilitas sebagai prasyarat akreditasi
layanan kesehatan, termasuk penyediaan teknologi bantu dan penerjemah bahasa isyarat
(Konieczny, 2022; Zucal, 2025). Kebijakan harus secara eksplisit melarang intervensi reproduksi
yang bersifat koersif dan mewajibkan protokol dukungan keputusan guna melindungi hak
otonomi pasien (Laari, 2026; Pires et al., 2025). Selain itu, penciptaan mekanisme tata kelola
institusional, seperti forum advokasi lintas disiplin, sangat penting untuk menyelaraskan praktik
harian dengan kebijakan yang inklusif (Waddell et al., 2016). Kepemimpinan keperawatan juga
perlu diberdayakan agar lebih vokal dalam pembentukan kebijakan publik, guna menutup celah
antara komitmen etis dan realitas sistemik (Knighten, 2025; Jansson et al., 2016).

Secara keseluruhan, diperlukan model multi-level yang mengintegrasikan advokasi di
samping tempat tidur (bedside) dengan perubahan organisasi. Transformasi ini membutuhkan
pendidikan yang mengedepankan perspektif inklusif, standar institusi yang mengalokasikan
waktu dan sumber daya khusus untuk advokasi, serta lingkungan kebijakan yang menjamin
otonomi. Meskipun hambatan seperti beban kerja dan hirarki rumah sakit tetap ada, kolaborasi
lintas sektor dan keterlibatan komunitas menjadi kunci untuk memastikan dampak sistemik
jangka panjang (Abraham et al., 2025; Zucal, 2025). Penelitian masa depan harus terus
mengeksplorasi keberagaman konteks budaya untuk menyempurnakan model advokasi ini di
berbagai pengaturan layanan kesehatan (Pires et al., 2025; Welchman & Griener, 2005).
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5. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemenuhan hak kesehatan reproduksi bagi
perempuan dengan disabilitas masih menghadapi tantangan berlapis yang bersifat sistemik dan
interpersonal. Secara struktural, kegagalan fasilitas kesehatan dalam menyediakan infrastruktur
yang aksesibel, seperti meja pemeriksaan yang dapat disesuaikan dan ruang ramah kursi roda,
menjadi bentuk eksklusi nyata dari prosedur standar perawatan. Selain itu, ketiadaan data
disabilitas yang terintegrasi dan minimnya materi edukasi dalam format inklusif (seperti Braille
atau bahasa isyarat) semakin memperlebar kesenjangan akses informasi.

Di tingkat interpersonal, praktik infantilisasi dan asumsi keliru mengenai aseksualitas
penyandang disabilitas oleh tenaga kesehatan telah merusak privasi dan otonomi pasien. Hal
ini sering kali berujung pada pola paternalistik di mana keputusan reproduksi, termasuk
penggunaan kontrasepsi dan sterilisasi, diambil tanpa persetujuan eksplisit dari perempuan
tersebut. Kondisi ini menciptakan ketidakadilan epistemik, di mana suara dan agensi pasien
didevaluasi dalam diskursus medis.

Peran perawat sebagai advokat sangat krusial namun saat ini masih bersifat reaktif dan
bergantung pada inisiatif personal. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan transformasi model
advokasi dari sekadar pelindung (protective) menuju model pemberdayaan (empowerment)
dan struktural. Implementasi praktis memerlukan integrasi prinsip hak asasi manusia ke dalam
kurikulum pendidikan keperawatan, standarisasi aksesibilitas sebagai prasyarat akreditasi
layanan, serta penciptaan kebijakan yang secara eksplisit melarang intervensi reproduksi
koersif. Penelitian masa depan harus terus mengeksplorasi keberagaman konteks budaya untuk
menyempurnakan model advokasi yang adaptif dan humanis bagi setiap perempuan dengan
disabilitas.
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